KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIKE INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
JIL Raya Puputan Miti Mandala Renon Denpasar 80234
Telp/Faksimile: ((361) 226718
Laman: hitp:fiball kemenkum.go ld, Pes-el: kanwilbalif@kemenkum go.id

PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUIKLIM
TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI
DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKLUM BALI
NHOMOR : W.20-121.HN.04.03 TAHUN 2026

Pada har ini Kamis tanggal 5 {lima) bulan Maret tahun 2026 bertempat di
Denpasar, Kaml yang bartanda tangan di bawah ini:

I Nama : EEM NURMANAH
Jabatan . Kepala Kantor Wiayan Kementerian Hukum Provinsi Bali
Alamat . JI Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar

Dalam hal ini berlindak untuk dan atas nama Menter Hukum, selanjutnya disebut
sebagal PIHAK KESATU,

. Nama : REZKY PRATIWI
Jabatan ¢ Direkiuretua Lembaga Bantuan Hukum Bali
Alamat ; JL Intan LG 1 Gg. W No. 1, Tonja, Kecamatan Denpasar

Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali
Dalam hal ind bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Bali,

selanjulnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATL dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA
PIHAK teriebih dahulu menielaskan:

a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kanior
Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Ball.

b.  PIHAK KEDOUA dalam hal ini merupakan pimpinan Pemberi Bantuan Hukum periode
tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-
5 HMN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yvang Lulus
Varifikasi dan Akraditasi sebagai Pemben Bamuan Hukum Penode Tahun 2025 s.d.
2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomar M HH-6 HN. 04,03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembal
sebagal Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status
akreditasi C.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagai berikut
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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomaor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Momor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Momor 5248];

3. Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Megara Tahur Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Memar 179},

4, Peraturan Pemeriniah Momor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bartuan Hukum (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2013 Momor 98, Tambaban Lembaran Megara
Republik Indonesia Momor 54211,

£ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manugzia Momaor 10 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Svarat dan Tata Cara Pembsarian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 818) sebagaimana
telah divbah dengan Peraturan Menterd Hukum dan Hak Asasl Manusia Nomor §3
Tahun 2016 tentang Ferubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 10 Tahum 2015 tentang Peraturan Pelsksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pembenan
Bartean Hukum dan Penvaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republix
Indonesia Tahun 2016 Nomer 21300,

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Momor 4 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tanun 2021
Momaor 57);

7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2024 Momor B32),

8. Peraturan Menteri Hukum Nomaor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Keda
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Megara Repubik Indonesia Tahun
2024 Momor 8123

9.  Keputusan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M HHE-01HN 03.03
Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Mon Litigasi;

10. Keputusan Menteri Hukum MNomor MHH-5HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembgga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verfikasi dan Akraditasi sebagai
Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.¢. 2027;

11. Keputusan Menteri Hukum Momor MHH-BHM.04.03 Tahun 2024 fentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali
sebagal Pember Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027

12. Petunjuk Pelaksanasn Kepala BPHN Momer PHN HN.C403-230 Tahun 20265
tentang Peryaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum,

13. Datar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Provins Bal Momor : 5P DIPA-135.03.2.693039/2026 Tanggal
1 Desember 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan

menandatanganl Perjanjlan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 20d8,

dengan ketentuan sebagai berikut -
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BAB |
KETENTUAN LIMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Hukum Maslonal yang selanjutnya disingkat BFHN adalah unit
kerja pada Kementerian Hukum selaku Penysienggara Bantuan Hukum.

2. Kanbor Wilayah Kementeran Hukum adalkah urt vertikal pada Kementenan Hukum
yang melaksanakan tugas pambantuan di bidang bantuan hukum di daerah.

3. Panitia Pengawas Pusat yang selanjuinya disebut Panwaspus adalah unit kena
khusus di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan  evaluasi  terhadap
penyelenggaraan bantuan hukum.

4. Panitia Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Panwasda adalah unit kena
khusus di bawah keordingsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang memiliki
lugas dan fungsi  pengawsasan, pemantauan, dan  evaluasi  ternadap
penyelenggaraan bantuan hukum di daerah,

5. Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.

6. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elekironik yang
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional unfuk menunjang
pelakzanaan pembenan bantuan hukum.

7. Han adalah hari kerja.

BAB I
TUJDAN

Fasal 2
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum i berfujuan uniulk menjamin:
a. kepastian pemberian bantuan hukum kepada crang miskin atau kelompok orang
migkin; dan
b. penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provins
Bali sesuvai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAE Il
RUANG LINGEUP

Pasal 3
Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini meliputi;
a, Pemberan Bantuan Hukum liticasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata
Usaha Negara melalul perndampingan danfatau menjalankan kuasa dalam tahap:
1) penyidikanipemeriksaan pandahulismn/gugatan;
2}  persidangan di Pengadilan Tingkat [;
3) persidangan di Pengadilan Tingkat Banding;
4) persidangan di Pengadilan Tingkat Kasas;
5) peninjauan kemball.
b. Pemberian Bantuan Hukum non liigasi meliputi kegiatan:
1) penyuluhan hukm,
2)  konsultasi hukum;
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investigasi parkara. balk sacara elekironik maupun noneiekiranik;
penelitian hukum;

rmediasl;

negosiasi;

pemberdayaan masyarakat;

pendampingan di luar pengadilan; danfatau

draffing dokumen hukum.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIEAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU

1)

2)

Hak:

al Menyimpan, mengedarkan. menggandakan danfatau mempublikasican
dokurnen hasil pemberian bantuan hukum:

bl Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi apahbila PIHAK KEDUA
melakukan pelanggeran terhadap Peranjian Pelaksanaan Bantuan
Hukwm iri

Kewajiban:

a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan
dilaksanakan aleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijgkan pemerintah
dan peraturan perundang-undangan;

b Memfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan
hasil pekerjaan yang elah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA

g} Melakukan pembinaan dan pengawasan melalul pemantauan dan
evaluasi palaksanaan bartuan hukum.

b. PIHAK KEDUA

1

Hak:

Mengajukan tagihan jasa atau pencairan anggaran pemberian bantuan hukum

bagl orang miskin atau kelompok orang miekin kepada PIHAK KESATU

berdasarkan hasil pekerjean melaiui Sidbankum.

Kewajiban:

a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin sesuai dengan standar layanan bantuan hukum dalam
ruang lingkup pekerjaan yang diatur pada Perjanjian Pelaksanaan
Bantuan Hukum ini,

b)  Memberikan laporan pelaksanaan dan pengguraan amggaran bantuan
hukum secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara berkala satiap
G {enam) bulan,

c}  Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan hukum
yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5 (lima) hari
setelah pekenaan selesai (untuk kegiatan nonlitigasi),

d) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan hukum
yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5 (lima) har
kerja setelah:

{1) pekerjaan selesai untuk kegiatan nonktigasi; atau
(2) pekeraan sele=ai atay dokumen penanganan perkara ditenma

untuk kegiatan litigasi
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BABY
ANGGARAN BANTLAN HUKUM

Pazal 5
(1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan pembenan bantuan hukum kepada orang stau kelompok
orang miskin sebesar:

Mo, | JENIS BANTUAN Anggaran -
HUKLIM
.- | PorkaralKegiatan 2026 |  gantuan Hukum 2026
1 | LUTIGAS Rp 20.000.000.-
! Rp 27.970.000 -
2 | NON LITIGAS| Rp 7.870.000-

dengan rncian sebagaimana tedampir

(2} Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bersumber dari DIPA Kantor Wilayvah Kementerian Hukum Provinsi Bali Tabun
Anggaran 2026

(3} Rincian besaran anggaran bantuan hukem sebagaimana dimaksud pada avat (1),
mengacy paca ketentuan mengenal Besaran Biava Bantuan Hukum Litigasi dan
Mon Litigasi berdasarkan Keputusan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Mormor M.HH-01_HMN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya
Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi,

(4} Dalam hal anggaran bantuan hukum lifigasi maupun nonliigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi daniatau tidak tersedia, maka PIHAK
KEDUA fetep wajib memberikan bantuan hukum kepada orang astau kelompok
orang miskin secara mandin/probono.

BAB W
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pazal &

(1} PIHAX KESATU berhak mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi,

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan oleh
Panwaszpus dan Pamwvasda. baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7

{1} Pengalhan anggaran sebagamana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat dilakukan
antar jenis bantuan hukum yang sama.

(2) Pengalhan anggaran bdak dapat dilakukan umtuk tahapan perkara danfatau
kegatan yang felah terbayarkan dandatau yang permohonannya telah terverifikasi
dalam Sidbankum

{3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan
sebagai barikut
a) Penanjan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambanan (addendum) dilakukan

apabila PIHAK KEDUA talzh menyarap 100% atau ebih dari anggaran yang
tersedia, dengan cara PIHAK KESATLU mengalihkan alokasi anggaran dan
Femberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannya hingga akhir bufan
Agustus tidak mencapai 80% dar anggaran yang tersedia; dan
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b) Apahila PIHAK KEDUA serapan anggarannya bdak mencapai 80% hingga
akhir bulan Agustus sebagaimana dimaksud pada huruf a. akan dialihkan
seluruh gisa anggaran yang masin tersedia kepada Fembern Bantuan Hukum
vang telah menyerap 100% dan anggaran yang tersedia. dengan
mempertimbangkan ketersadiaan anggaran, Indeks Kinerja Pemberi Bantuan
Hukum [IKP} dalam e-monev, dan hasi pemantavan dan avaluask

Pasal B

{1} Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (1) diluangkan
lebih lanjut dalam Pernanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum)
sebagai bagian yang tidak terpisabkan dalam Peranjian Pelaksaraan Bartuan
Husum ini.

{2) Peranjian Petaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendun) dilakukan pada
bulan September Tahun Anggaran 2026 atau buan kinnya berdasarkan
persetujuan BPHM selaku Panitia Pengawas Pusat

(3} Dalam hal setelah Perjan|ian Pelakeanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum)
dilakukan, PIHAK KEDUA hdak atau kurang akif daklam pelaksanaan bantuan
hukum. maka FIHARK KESATLU dapat melakukan pengalinan anggaran kembali.

Pasal 9

i1} PIHAK KEDUA wajib menandatangani Peranjian Pelaksanzan Banfuan Hulwm
Tambahan {addendum) paling lama 3 (iga) har kerja setelah ditandatangani oleh
PIHAK KESATU.

(2} Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menandatangani Perjanjian Petaksanaan Bantuan
Hukum Tambahan [(sddendum) sampai batas wakiu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), FIHAK KESATLU tetap dapat mengalinkan anggaran dimaksud tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari FIHAK KEDUA,

13 Tidak ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(addendum) =ebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dijadikan bahan
pemantavan dan evaluasi olel PIHAK KESATU,

BAB VI
PENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTALIAN
PELAKSANAAN BANTLIAN HUKLIM

Pazal 10

{1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairen anggaran bantuan hukum
kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{d) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATLU
melakukan pemenksaan kelayakan dokumen wniuk selanjutnya memberdikan
paisetuuan terhadap dokumen yang memenuhi kelayakan

(3) Persetuuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan atas
pemberian layanan Baniuan Hukum yvang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDLUA.

(4) Pengajuan sebagaimana pada ayat (1] dan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan medalui eplikas Sdbankum.

(3) PIHAK KESATU melakukan pencairan anggaran kepada PIHAK KEDUA melalui
pembayaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharsan Megara sefempat secara
langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai dengan
ketentuan dan mekanisma yang bariaku.
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{6) PIHAK KESATLU wajib mengunggah Surat Perintah Pencairan Dana (SF20) dakam
aplikasi Sidbankum setelah pembayaran anggaran bantuan hukum kepada PIHAK
KEDLA,

{7) PIHAK KEDUA dilarang mengejuken permohonan pencairan anggaran bantuan
hukum kepada Pemerintah Daerah untuk permohonan yang sudah diajukan kepada
PIHAK KESATL,

(B) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (6) dapat dianggap sebagai
pelanggaran.

9y Datam hal PIHAK KEDUA terbukti melakukan pelanggaran ferhadap larangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PIHAK KESATLU berhak membearikan sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

FPasal 11

(1) PIHAK. KEDUA dapat menggukan permohenan pencairan anggaran bantuan
hukum tahun anggaran 2026 kepada PIHAK KESATU sejak tanggal 02 Januan
2025 sampal dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum inl
berakhir,

(2) Dalam hal batas waktu Perjanjian Felaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA udak dapal mengajukan
pencairan pada tahun berikutnya.

{3 Pencairan anggaran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan uniuk kegiatan
yang dilaksanakan pada lahun beralan sesuai berlakunya Perjanjian Pelaksanaan
Bantuan Hukum ini.

(4) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi hanya dilakukan untuk perkara yang
pendampinganrya dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya Perjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum ink

{5) Pembayaran anggaran bantuan hukum ltigasi untuk perkara tahun anggaran 2025
yang berdanjut ke tshun 2026, hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang
pendampingan layanan bantuan hukumnya baerianjut pada tahun anggaran 2026.

Pazal 12
(1) Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dan PIHAK KEDUA yang sudah
dilakukan pembayaran cieh PIHAK KESATLU dihitung sebagai realisesi anggaran.
(2} PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menadi
dasar perimbangan penetapan anggaran pada tahun berikutrya.

BAR VIl
SANKSI

Pasal 13

{1} Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK
KESATU terdapat pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapst merekomendasian kepada
Fanwaspus untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2] Pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana diberiken sanksi
sesudi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(1}

(2}

(3)

(4)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)

BAB IX
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJELRE)

FPasal 14
PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas kelerambatan atau kegagalan dalam
mamenuhi Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini, baik |engsung maupun tidak
langsung, dikarenakan cleh keadaan kahar (force mafeura).
Kedaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliput keadaan i |uar kendall dan
kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang tidak disengaja,
banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau fidak dinyatakan),
pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan terarisme,
Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Parjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum ini Karena mengaiami atau dipengaruni olel Force
Majeure maka Pihak yang mengalami Fercs Majeure harus memberntahukan sacaia
tertulis kepada pihak lainnya dalam wakiu paling lambat 14 (empat belas) hari
setelah terjadinya Force Majeurs.
Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai
akibal terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU,
demikian pula sebaliknya.

BAB X
JANGEA WAKTU

Pasal 15
Ferjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari
2026 dan berakhir pada tanggal 08 Desember 2026,
Dalam hal PIHAK KEDUA mefakukan pamberian bantuan hukum antara tanggal 10
Desember 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 tetap dapat dilakukan
secara mandiri‘probone tanpa melalui AFEN dan dilaporkan melalul fitur Bankum
Mandiri dalam Sidbankum.

BAB XI
FEMYELESAIAN PERSELISTHAN

Pasal 16
FARA PIHAK dalam Pefanjien Pelaksanaan Bantuan Hukum ini tuncuk
sepenuhnya mengikut peraturan perundang-undangan di Inconesia.
Dalam hal terladi perseisihan antare PARA PIHAK yang timbul dar atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan
dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XlI
KETENTUAN PENUTLUR

Pasal 17
Perjanjian Pefaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kerias bermeterai cukup yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.
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(2) Biaya Materai untuk penandatanganan Perjarjian Pelaksanaan Bantuan Hukum
dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

(3} Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian
Felaksangan Bantuan Hukum Tambahan {addendumn) sebagai satu kesatuan yvang
tidak terpisahkan dan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.

{4} Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebiakan
terkait bantuan hukum maka Perjanjian Pelaksanaan Banbuan Hukum ini secara
langsung mengikub peraturan perundang-undangan dan peraturan kebiakan
tersebut

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakal untuk
manandatangani perjanjian Inl pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya
sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan, perjangan ini dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masang-masing dibubuhl dengan meterai, mempunyal kekuatan hukourm
yarg sama dan mengikat bag para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai,

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Dirakiur/Katua Lembaga Bantuan Hukum
all

NURMANAH
MIP 'IHFEIEDH 902022001
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LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN
PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUMW ANGGARAHN 2026

FANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUK UM FROVINSI BALI

DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKLM BALI

LIMGASI NONLITIGAS!
Paryidikani
Parsidangan o Fendampingan Total
T Tinghat | Total Litigasl | T opp gl Pemberdayaan | wodiasl nNegoslas| gl Luar L
Pendahuluan Pengadilan
Rp 8.000.000- | Rp 12.000.000, _ Rp 20.000.000,- | Fp 3.700.000,- | Rp2.000000.- | Fp1.000.000- | Ap500.000- | Rp770.000- | Rp7.970.000,-
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROWVINS| BALI

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang elektdl, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang Berlanda tangan dibawah ini:

MNama ¢ REZKY PRATMWI

Jabatan ¢ Direkiur'Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bali

Salanputnya disabut PIHAK KESATU

Nama EEM NURMANAH

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bal

Selanjuinya disebut PIHAK KEDUA,

PiHAK KESATLU barian|i dan barkomitrmen dalam mawujudkan target kinarja yang talah
diteniukan dalarm Perjanjian Pelaksanzan Bantuan Hukwn Tahun 2026 dan melakukan
pelayanan bantuan hukum sesual Standar Layanan Bantuan Hukum, sera melaksanakan
kegiztan bantuan hukum nonlitigasi di Posbankum Desa dan Kelurahan, Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinera tersebut menjadi tanggung jawab FIHAK
KESATY, serla bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK

KEDUA,

FIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mangambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

PIHAK KEDUA,

R‘.apala ﬁantur Wilgyah Kementerian Hukum

NIP 1955‘@?155’2'332%1

Depasar, 05 Maret 2026

FIHAK KESATLL,
Lembaga Baniuan Hukum Bali

. H HUKLmA
REZKY F.Anwr*r-ﬂ'
Dirextur/Ketua
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